BUPATI KAR.ANGANY AR -
v;f? : PROVIN SI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
| NOMOR 80 TAHUN 2020"‘]
B CTENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

' S RUMAH SAKIT UMUM DAERAva _' o |

DENGAN RAHMA’I‘ TUHAN YANG MAHA ESA
L BUPATI KARANGANYAR e

a _,‘bahwa' untuk melaksanakan ketentuan:, Pasal 43?_
»ﬁPeraturan Pemcnntah Nomor 72 Tahun 20 19 tentang"‘ff‘
| --'Perubahan Atas Pcraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun
o ,":'.:2016 tentang Perangkat Daerah perlu menyesumkan tugas;""
dan fungs1 Rumah Saklt Umum Daerah o S
- ,bb.“_.:bahwa untuk maksud d1atas perlu menetapkan Peraturan PRI P
o ""ﬁBupau tentang Kedudukan ‘Susunan’ Orgamsas,l, Tugasﬂi ;
SRR LR ' dan Fungs1 serta Tata Ker_]a Rumah Sakit Umum Daerah S
R Mengmgat , 1. Undang»Undang Nomor "713 Tahun' 1950 tentang )
ERA - —daerah Kabupaten Dalam':::.v o
SRR Llngkungan Prov1ns1 Jaw‘ Tengah B S
oo Tahun 2014 tentang Aparaturj"1»"5,‘;‘,,;
- Sipil- Negara (Lembaran Negara. Repubhk Indones1a Tahun:f_ S

2014 Nomor 6 Tamb Ialn Lembaran - Negara Republlk”‘,?_;_” L

'Pembentukan - Daer

Undang—Undang Nomor

e ,},f_ﬁ,‘Indonesm. Nomor 5494); | -
©23 Tahun 2014 T
[Lembaran Negara Republik "

R .fUndang—Undang Nomd . -tentang
_{ 'Pemenntahan Daerah
, -t'r‘,f"Indones1a Tahun 2014 S

Negara Repubhk Indon sia Nomor 5587) sebagaxmana','i‘f

“.r"ivtelah beberapa kali dlubah terakhxr dengan“f

v »Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan"gv L

- ,: {,Kedua Atas Undang-U dang Nomor 23 . Tahun 2 0147.?‘: o
;;.‘tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara-Republlki
Indones1a Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan ’ ‘
. Negara Repubhk Indoncma Nomor 5679), .

,omor 244 Tambahan Lcmbaran';“a;f}_'."

e



" Menetapkan

4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentangb

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa_‘ :
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara]
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagmmana telah o

: diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun‘:»:f: '

- 2019. .tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah_: o
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah’ |
’ (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2019 Nomor B

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema’

* Nomor 5887) ; |
. Peraturan Daerah  Kabupaten Karanganyar Nomor 16> ‘

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kara.nganyar (Lembaran

~ Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Daerah: Kabupaten: Karanganyar
Nomor 67) sebagaimana telah dlubah ‘dengan. Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019'::-

tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten’-’ ’

o Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten: Karanganyar_
(Lembara.n Daerah Kabupaten Ka.ranganyar Tahun 2019
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten -'

; Ka_ra.nganyar Nomor 22).

MEMUTUSKAN

:-PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN

ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TA’!‘A KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ' .

BAB I:
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Pemerintah Daerah adalah " Bupati sebagau unsur
penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom R oL :

Bupati adalah Bupati Karanganyar



10.
11.

12,

13.

sy

Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten
| Karanganyar C '. . ' '
Dinas adalah Dinas Kabupaten Karanganyar. _
er'p‘a-.la } Dinas ~ adalah - 'Ke;ﬁala g 5Dinas ' Kabupaten -
Rumah Saklt adalah 1nst1t1.181 pelayanan kesehatan yang . -
.menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan_ ‘
secara paripurna yang menyedlakan pelayanan rawat inap, -
rawat jalan, dan gawat darurat. , » |
Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan
Jems penyakit. ’ '
Rumah Sakit Umum Daerah selanjutya disingkat RSUD
adala.h Rumah Sakit Umum  yang merupakan unit

orgamsam khusus pada Dinas yang menyelenggarakan

‘ pelayanan kesehatan secara profesmnal

Direktur adalah Kepala pada Rumah Sakit Umum Daerah
Jabatan Pengawas merupakan _]abatan administrasi yang
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan keglatan'
yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur
Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan
kégiatan pelayanan  publik  serta administrasi
' pemerintahan dan pembangunan : ” |

Jabatan Fungsional adalah . sckelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas - berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
‘keterampllan tertentu S '

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
~ Pasal2’ |
RSUD merupakan unit organ1sa31 yang bersifat khusus
dalam penyelenggaraan Iayanan‘ kesehatan  secara |
profesional yang - memmm otonoml dalam pengelolaan
keuangan," pengelolaan barang milik Daerah dan

pengelolaan kepegawalan



(2) RSUD d1p1mp1n oleh D1rektur yang bertanggung Jawab‘

secara admlmstratxf kepada Kepala Dmas

Pasal 3

: Berdasarkan fas111tas dan kemampuan peIayanan, RSUD
- memiliki Klasifikasi kelas C.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi RSUD terdln dan

a.
b.
1) ‘Sub Baglan Umum dan Rumah Tangga,

' Direktur;

Baglan Tata Usaha, membawahkan

: ’_;2) Sub Bagxan Kepegawman dan o 3
' 3) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bldang Pelayanan - Medlk dan Keperawatan,

" membawahkan kelompok jabatan fungsmna]. ,
. Bidang  Penunjang Medlk dan Non Medik,

' membawahkan kelompok _]abatan fungsmnal

Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan

1) Seksi Perencanaan dan Anggaran, dan

2) Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.

 (2)Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur sebagaithaha
dimaksud pada ayat (1) dxbantu oleh Jabatan Fungswnal
dan Jabatan - Pelaksana sesua1 ketentuan peraturan

, perundang—undangan.

(3)Bagan Susunan Organisasi, RSUD seb“ag_ajfha'na

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturah' Bupati ini.

BAB III _
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kc;sam
: Direktiir

Pasal 5

D1rektur mempunyal tugas membantu Bupau melaksanakan o

operasmnal perawatan pelayanan keschatan dlbawah Dinas.



| Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 5, Direktur mempunyal fungs1
a. penyusunan rencana keglatan di bldang pengelolaan
pelayanan kesehatan Rumah Saklt, S , ; ‘
b pelaksanaan fas1hta31 keglatan pelayanan kesehata.n, ,

o

pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan; v
d. vpelaksanaan fasilitasi kemltraaan pelayanan kesehatan

o dengan pihak ketlga, " o T

e. penyelenggaraan program pemagangan dan lembaga
‘pendldxkan kesehatan |
f. penetapan rencana strategis bisnis;

g pelaksanaan evaluasi pelaksanaan keglatan operasmnal
~ pelayanan kesehatan; - '

h. penetapan intensifikasi dan ekstensiﬁkasi péndapatan;
i pelaporan keglatan pengelolaan pelayananv kesehatan
- Rumah Sakit; dan IR L D

J- pelaksanaan tugas la1n scsuax ketentuan yang berlaku

o Bagia.n_'Ked:ua
Bagian Tata ;U_sa_ha

Pasal 7 o .

(1) Baglan Tata Usaha sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3
. ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Direktur.

(2) Baglan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Baglan Tata Usaha,
: berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Dlrektur
» . Pasal 8 e .
Kepala Baglan Tata Usaha bertugas membenkan pelayanan
}admnustratlf di hngkungan RSUD.

, , Pasal 9 , :
Dalam melaksanakan tugas sebagaumana dlmaksud dala.m
- Pasal 8, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fung31 ‘

a penyusunan rencana keglatan ketatausahaan,
kepegawalan, kerumahtanggaan, mformas1 dan layanan
pengaduan Rumah Sakit; ‘



- b. pélaksanaan keglatan' ketatausahaan, 'kbé;’):égawéian

kerumahtanggaan, mformam dan layanan pengaduan

- - Rumah Sakxt

- c. pelaksanaan pengadaan barang/Jasa untuk keperluan . |

- rumah tangga RSUD;

d. pelaporan hasil kegiatan ketatausahaan, kcpegawaiah,

kerumahtanggaan informasi ,,_dan layanan - pengaduan
Rumah Sakit; dan : | |

e pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku

. Pasal 10 _ :
{1) Bag1an Tata Usaha sebagmmana d1maksud dalam Pasal 7 |
ayat (1), terdiri dari : T :
a. Subbaglan Umum dan Rumah Tangga,
b.. Subbag1an Kepegawman, dan N v
c. Subbaglan Hukum dan Hubungan Masyarakat

2 Subbaglan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), d1p1mp1n

oleh Kepala Subbagian berada d1bawah ‘dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Baglan

Pasal 1 1

Kepala Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagalmana -
- dimaksud dalam Pasa.l 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas

. a. penyusun rencana kegiatan bldang pelayanan umum dan o

kerumahtanggaan

- b. pengkoordmasmn pelaksanaan pelayanan umum ‘dan

kerumahtanggaan,

~ ¢. pelaksanaan kegiatan pelayanan pelayanan umum dan :

kerumahtanggaan,

d. pelaporan hasil kegiatan 'z’pelayanan umum dan

kerumahtanggaan dan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai kéténtuaxi yang berlalm. B

Pasal 12

Kepala Subbaglan Kepegawa.lan sebagaumana dunaksud dalam
. Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyal tugas:



' rencana

a penyusunan keglatan : b1dang

admlnlstra31 kepegawa.lan, :j T

7adm1n1stra31 kepegawalan, e

- . kepegawalan

, :.‘:]‘:'pelaksanaan fasﬂ1ta.31 pemngka an: kompeten31 pegawa1

e ""‘-i'pelaporan hasﬂ keglatan

'f‘.,"f"kepegawalan, dan

’...’--};pelaksanaan tugas lam sesua1 ketentuan yang berlaku

Pasal 13

"'"_v-‘;_sebaga:mana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c

s f mempunya1 tugas

---_pengkoordmasmn pelaksanaan keglatan . pclayaﬁap" S

{'pelaksanaan o keg1atan Pelayanan Ca dmlnlstra81 L

admm1stra31_7~'¥~5*l~ S

b"f';,_Kepala Subbaglan Hukum da.n » Hubungan Masyarakat:,"b »' :

'a.'*_ penyusunan rencana keg1atan b1dang pelayanan hukum s

vvmformam, X penanganan pengaduan : dan hubungan*ff.:.f [

- . masyarakat; -

masyarakat

» 'ﬂbv‘penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat R
d pelaporan hasﬂ keglatan pelayanan hukum,_ 1nforma51 :
B :',penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat dan o

:v» e . pelaksanaan tugas lam sesua1 ketentuan yang berlaku

sk s

(1) B1dang Pelayanan Medlk dan Keperawatan sebagmmana“,

pembantu Du'ektur

kepada Dn’ektur :' "

 3 b.‘{'\.'pengkoordmasmn pelaksanaan keglatan pelayanan” P

’ "b?‘hukum, mformam penanganan pengaduan dan hubungan C -

| "(::’.jv:;-pelaksanaan : kegxatan pelayanan hukum ‘,__':mformasf’ .;l:, RN

dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ada.lah unsur’f"».jvf :

(2) Bldang Pelayanan Med1k dan Keperawatan dlplmpm olehb o ’
Kepala Bldang, berada d1 bawah dan bertanggung ]awab ) -




o

. . Pasal 15 3
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, bertugas

membenkan : pelayanan ‘ medlk dan keperawatan secara»,
- profesxonal di RSUD o \ '

Pasal 16

v Dalam melaksanakan tugas sebagaxmana dimaksud dalam Pasal

15, Bldang Pelayanan Medik dan Keperawataxi mempunya1 “

: fung51

~ a. penyusunan rencana keglatan bldang pelayanan medik dan

keperawatan,

 b. pengkoordmas1an pelaksanaan keglatan bldang pelayanan

vmedlk dan keperawatan mehputx instalasi rawat jalan,
mstalasx rawat inap, msta1a31 gawat darurat mstalasx» :
) bedah sentral dan mstalas1 lam sesuai ketentuan yang
.berla.ku ' o

c. pél-éksénéan' kegiéfan p‘elayanaan_iedik dan keﬁéré.watan; o

d. pelaporan  hasil kegiatan . pelayanan medik dan
keperawatan; dan ' - . . _ e

e. pelaksanaan tugas lain sesuai kc'tcntuén yang berlaku.

oo v Baglan Keempat L .
. Bldang Penun_;ang Medik dan Non Medxk

e Pasal 17

(1) Bldang Penunja.ng Medlk da.n Non  Medik sebaga.lmana

dunaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur*

v pembantu Direktur. , : : o
(2) B1dang Penunjang Medik dan Non Medlk dxplmpm oleh Kepala>
B1dang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur. |

Pasal 18,

Bida.ng Penunjang Medik dan Non Medik Dinas bertugas
' membenkan pelayanan penunjang medxk dan non medik secara'
- profesmnal d1RSUD



IEPTRPPAEE

Pasa] 19

Da.lam melaksanakan tugas sebagaumana dlma.ksud dalam

Pasal 18, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik - '

. mempunym fungsi:

a. penyusunan rencana keglatan bldang pelaya.nan penun_]ang

medlk dan non med1k

" b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan : pelayénan

penunjang medik dan non medlk _
c. pelaksanaan keglatan pelayanan penunJang med1k dan non
med.lk ' . e s
d. pelaporan hasﬂ kegxatan pelayanan penunjang med1k dan
non medlk dan '

e. pelaksanaan tugas lain sesuai,ket:,eht‘uanyahg bérlaku. B

 Bagian Kelima

Bidarig Pengelolaan Keuangan

Pasal 20 '

(1) Bxdang Pengelolaan Keuangan sebagalmana dlmaksud S

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pembantu
Dlrektur SR
( } Bldang Pengelolaan Keuangan d1pxmp1n oleh Kepa]a Bldang,
: berada di bawah dan berta}nggungv Jlawab kepada Direktur.

v Pasal 21 v »
Bidang Pengelolaan Keuangan bertugas " memberikan
pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD secara profesmnal

. Pasal 22
'Dalam melaksanakan tugas sebagannana dlmaksud dalam -

Pasal 21 Kepala Bldang Pengelolaan Keuangan mempunyal

| fung31 _ » v
a. penyusunan rencana kegiaéa;_l._ __.biglahg: pengelolaan o

© Kkeuangan; , ,

b. pengkoordma31an pelaksanaan keglatan pengelolaan
‘ 'keuangan, ' ' -

c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, e

e



S d. pelaporan hasil keglatan pengelolaan keuangan, R
e penyusunan Iaporan kinerja dan laporan keuangan dan :

B L pelaksanaan tugas lam sesual ketentuan yang berlaku

: Pasal 23 B
o (-1)_ ‘Bldang Pengelolaan Keuangan sebagaJmana dunaksud .
 dalam Pasal 20, terdiri dari : - | |
a. Seksi Perencanaan dan Anggaran dan
. b Seks1 Perbendaharaan dan Akuntan51 o o
7‘(2) Seksi sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dlplmpln oleh
seorang Kepala Seksi yang berada - dibawah dan B
bertanggung Jawab kepada Kepala Bldang Pengelolaan
| Keuangan

Pasal 24 s

- Kepala ,v'Seicsi Perencanaan dan Anggaran ?'se‘ba{gaimana'

dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

~ 'a, penyusunan rencana keglatan bldang perencanaan dan
xanggaran R o '.';.’ o e ’

b. pengkoordmasxan pelaksanaan keglatan penyusunan

~ perencanaan dan anggaran

B pelaksanaan kegiatan perencanéé.n dan anggaran; ,: o

d. pelaporan hasil kegiatan perencanaa.n dan anggaran;
€. penyiapan bahan 1aporan kinerja dan laporan keuangan, :
~ dan S o

Y pelaksanaan tuga{s_ lain sesdéi kcténtuan yang berlaku. |
e T - Pf:tsz:1125..1 S

Kepala Seks1 Perbcndaharaan dan: Akuntansx sebagannana
dnnaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyal tugas;

a. pengkoordmasm_n - pelaksanaan - pengelolaan .
| perbendaharaan dan akuntansi; ' '
b. pelaksanaan keglatan pengelolaan perbendaharaan dan

akuntan31, I . o
é pelaporan hasil kegiatan pengelolaan perbendaha.raan dan
 akuntansi:dan '
- d pelaksanaan tugas lain sesua1 ketentuan yang berla.ku



Bagzan Keenam

' :  Kelompok Jabatan Fungsmnal

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsmnal dltetapkan berdasarkan

peraturan perundang undangan

Pasal 27

(1) KelOmPOK Jabatan : Fungswnal terdln dar1 tenaga o

fungsmnal yang terbagl dalam kelompok sesua1 dengan‘f

b1dang keahhannya

' ) (2) Jumlah Jabatan Fungs1onal sebagaumana dlmaksud pada}:"i

ayat (1), dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban';_:.;_‘_ |

kerja , Lo _ N
(3) Jems dan Jen]ang _]abatan F‘ungswnal sebaga.lmana" o
dlmaksud pada . ayat ( ) dlatur sesuau peraturan e "

perundang-undangan

i Pasa128

:‘z-zvaabatan Fungsxonal melaksanakan tugas dan bertanggung n
Jawab kepada Dlrektur melalul Seksx/ Subbaglan dan/atau
- : 'Bldang/ Sekretans sesua1 Jems dan Jenjang Jabatannya yang v-
”‘memlhkl keterkaltan dengan pelaksanaan tugas Jabatan g

o Fungsmnal

BABIV L -
TATAKERJA j5¢j:x.a '

Pasal 29

i '(1) RSUD bersﬁ'at otonom dalam penyelenggaraan tata kelola"i

Rumah Saklt dan tata kelola khms serta menerapkan pola"- o

pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah

(2) Dlrektur dalam pengelolaan keuangan dan barang m111kjj* o

‘ Daerah serta bldang kepegawalan bertanggung Jawab kepada:

Kepala Dlnas

(3) Pertanggunglawaban sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) ' 

d11aksanakan melalul penyampalan laporan pelaksanaan '



o " ;:koordmas1 dengan Sekretarls Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan'i;"; |
e }_,dan Kepala Sek31 d1 llngkungan RSUD dan Dmas SR

BAB V
KETEN’I‘UAN PERALIHAN

- ?‘»Pada saa' Peraturan Bupat1 ini mul i
. , ‘ i ’ enduduk1 Jabatannya dan mclaksanakan tugasnya
,jsampal dengan dltetapkannya pejabatb yang baru berdasarkan

‘..y‘_\'Peraturan Bupatl 1n1. . - - : AR

LRI Pasal34 S
o Pada saat Peraturan Bupan ini mulal berlaku Peraturan Bupatl_?'"“'"’ o

v‘:::;“ ‘ Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017-,,- en ang’ Orgamsa51 dan Tata .
B Kerja Umt Pelaksana Teknls pada Dmas (Berlta Daerah Kabupaten

Karanganyar ...Tahun 2017 Nomori 3), yang mengatur tentang'

Rumah-f.":' ak1t Umum Daerah d1cabut’ dan d1nyataka.n tldak




, . : Pasal 35 L C
. Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan
o Agar setlap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Kabupaten Karanganyar '
D1tetapkan d1 Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGA'NYA‘R,»

| _ © JULIYATMONO
D1undangkan d1 Karanganyar S : ' :

~ pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Cttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR




e LAMPIRAN
' TENTANG -

. DAERAH

" . BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKITUMUM DAERAH

- Kepala Dinas -

*_ Direlcur

2 g;‘{',_'PERATURAN BUPATI KARANGANYAR g '
~ NOMOR Q)o

' ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI'SERTA 0
TATA KERJA 'RUMAH . ‘SAKIT . UMUM et

~TAHUN 2020
KEDUDUKAN

]

- Sub Bagian

Sub Bagian Hukum dm
Kubung,gn Magyamkat

-Umum dan -
Rumah Tangga

Keperawatan -

3 B;dang Pcya!snﬂn ndik dss; . : ‘AVB;dmg Penunjang Modxkv dan :

: Nen &icdik

| . Bideng Pengelolean Keuangen

. Jabatan Fungsu.mal :

Jabatan rungaioml S

: : Seksi -
Perencanaan dan Anggamn

' BUPATI KARANGANYAR, =

Scksi P‘:rbcndaharaandan R
Akuntansx ' T A

- JULIVATMONO




